
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TING KAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI D No. 1 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAfl TINGKAT 11 SUKOHARJO 

NOMOR : 13 Tahun 1991 

TENTANG 

JASA GI RO KAS DAE RAH 

DENGAN RAHMAT 'llJHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA OAERAH TING KAT II SUKOHARJO 

Mcnimbang a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pen­
dapatan Asli Dacrah Kabupaten Dae rah Tingkat II 
Sukoharjo dipandang perlu penggalian sumbe r­
sumber pendapatan baru; 

b. bahwa sesuai dengan ketenruan yang berlaku Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat mcm­
berikan Jasa Giro terhadap uang da_erah yang disim­
pan d_i Kas Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan ha] terse but diatas per)u 
ditetapkan dalam Peraturan Dacrah. 
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Mcnglngat 

Mcnctapkan 
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1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pcmcrintahan di Daera; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah; · 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 

6. Peraturan 1Jenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan 
Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekon. 
9/10/35-129 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelak­
sanaan Fungsi Kas Daerah; 

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 1969 tentang Pendirian Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah. 

Dcngan pcrsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupatcn Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAEHAJ-1 KABUPATEN DAERAI-I TINGKAT 
II SUKOI IARJO TENTANG JASA GI RO KAS DAE RAH. 

Scanned with CamScanner 



122 

DAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat 11 Sukoharjo; 

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dacrah 
Tingkat II Sukoharjo; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per­
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1J 
Sukoharjo; 

d. BanJc Pembangunan Daerah adalah Banlc Pembangu. 
nan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Sukoharjo; 

e. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sek. 
retariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sek• 
retariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

h. Jasa Giro a~alah suatu imbaJan berupa uang yang 
diberikan kepada Pemerintah Daerah atas uang• 
uang Daerah yang disimpan di Kas Daerah. 

BAB II 
JASA GIRO 

Pasal 2 

(l) Setiap bulan 83:'11' Pembangunan Daerah selaku pemegang ~ Daerah 
harus membenkan Jasa Giro atas uang Daerah yang disimpan di Kas 
Daerah; 

(l) nc~mya Jasa Giro yang harus dibcrikan scbagahuana tcrscbut p3 d.1 
ayat (l) pasal ini discsualkan dcngan pcra1uran yang bcrlaku bu~l l'-111k 
pada umumnya. 
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BAB Ill 
PELAK.SANMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 3 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Kcuang­
an; 

(2) Bagian Keuangan wajib mengatur posisi Kas Oacrah scdcmilcian rufY-1 
sehingga jasa giro yang diterima cukup besar; 

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugask.an kcpada 
Bagian Hukum. 

BAB IV 
PENUTIJP 

Pasal 4 

Hal•ha] yang belum diatur daJam Peraturan Dacrah ini 
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati KepaJa Daerah 
sepanjang mengenai pelaksanaanya. 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ di 
undangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me­
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de. 
ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

OEWAN-PERWAKilAN RAKYAT DAERAJI 
AABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SU KO HARJO 
KETUA, 

cap ud. 

DJOKO WALUJO, BA 

Oitetapkan di : SUKOHARJO 

Pada tanggal : 17 Oktober 1991 

BUPATI KEPAl.A DAERAfl TINGKAT 11 
SUKOHARJO 

11d 

Ors. SP.lYA\lAN SAOONO 
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DISAHKAN 
Deng.an Kcputusan Gubemur 

Kcpala Oaerah Tingkat I Jawa Tcngah 
Tanggal: 20 Dcscmbcr 1991 

Nomor : 188.3/476/1991 

An. SEKRETARIS WllAYAH / DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

Kcpala Riro Hukum. 

cap nd. 

SAR DJ lTO, SH 

NIP 500034373 
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Diundangkan dalam Lcmba.ran Daer h 
Kabupatcn Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo 

Nomor : 7 Th. 1992 Seri D. No. I 
TanAAal : 22 Januari 1992 

Pj. SEKRETARJS WllA YAJ J / DAE RAH 

cap ttd. 

Ors. BAMBANG SOETEDJO 

Pembina Tic. I 
NIP 010056240 
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PENJELASAN 

1 PERATIJRAN DAERAI I 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOIIARJO 

NOMOR 13 TAHUN 1991 
JASA GIRO KAS DAERAH 

I. Penjcla<-an Umum. 

Unruk menjamin tertib di bidang hukum di dalam rangka 
usaha-usaha pcnggalian sumber Pcndapatan Daerah dipandang pcrlu 
mcn~arur Jasa Giro Kas Daerah dalam bcntuk Pcraturan Dacrah. I Jal 
ini scsuai dt:ngan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tcnung Pokok-pokok Pcmerintahan di Dacrah yang antara lain 
disebutkan "Dcngan Pcraruran Daerah dapat diadakan usaha-usaha 
scbagai sun1ber Pcndaparan Daerah". 

Ja.c..a Giro adalah suaru imbalan bcrupa uang yang dibcrikan 
kepada Pcn1erintah Daerah atas uang-uang Daerah yang disimpan di 
Kas Daerah, sedang besarnya sangat ditentukan olch posisi Kas Dacrah 
disamping pula juga sangat dipengaruhi oleh situasi perckonomian 
yang berlaku, sehingga besar kedlnya Jasa Giro discsuaikan dcngan 
peraruran yang berlaku bagi Bank pada umumnya. 

JI. Penjclasan pasaJ de,ni pasal. 

Pasal I 

Pasal 2 ayat ( 1) 

ayat (2) 

Pasal 3 s/d 5 

Cukup jclas 

Pcmbcrian Jasa Giro atas uan~ 
Daerah langsung din1asukkan Kas 
Daerah setiap bulan o kh l\ank 
Pcmhangunan Dacrah selaku 
Pemcgang Kas Dacrah, dan dka r;u 
pa<la Uuku Kas Umum Dacr;,h 
(B.IX) . 

Cukup j ·las 

C:ukup J ·las 
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